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. Mer‘x.imbar;t‘g "

Mengingat

PlMPlNAN DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR,

.bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan

Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan
Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemenntah Daerah

‘Kabupaten Karanganyar, E
.bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang—Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
~‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

* Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018; .

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
- Pembentukan Daerah-Daerah =~ Kabupaten - Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa 'I‘engah (Benta Negara tanggal 8
Agustus 1950); ~

. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang
. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
- Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
- Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia'
- Nomor 5234); - o - : . '
.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
‘Undang Nomor 23 Tahun.2014 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- .Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
_Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Dacralv rentany, Tata Tertib Dewan  Perwakilan Rakyat
Dacrab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomwoer 22, Tamb: \.,,.1. l,o.ubman Negara R(-publm indonesia

- Nomar ‘s]()-}l '



e -

Menetapkan

© KESATU =

KEDUA

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan  (Lembaran Negara Repubhk !ndonesza
Tahun 2014 Nomor 199)

~ 6. Peraturan Menteri Dalam, Negen Nomor 80 Tahun 2015'-’

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten |

Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karunganyar Tahun 2014 Nomor §1), sebagaimana telah
. diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

{Berita Daerah deupaten Karanga.nyar Tahun 2017v
Nomor 3); :

- MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini.

: Keputus&n ini mulai berlaku pada taxl';ggali_ditetapkan.'

Dltetapkan dx Karanganyar |
- pada tanggal 20 Noygmhép 25/7
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* KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA'I‘ DAERAH

- KABUPATEN KARANGANYAR -
'NOMOR 170/ 14 TAHUN 2017
TENTANG PROGRAM PEMBEN’I‘UKAN PERATURAN

DAERAHTAHUN2018 L T
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s (9) i, SEOe L
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( 10)

Pelestarian - 12018 |NA| -
Budaya “Jawa R
dan Keanfan

A, Pengelolaan kebumv -Baru |

~dayaan  masya-
_rakat Kabupaten R

B ‘bb. Pelestarian ‘tradisi o

‘masyarakat N R

| Kabupaten

| Karanganyar;

. . Pembinaan -

| lembaga adat yang|

Cwe | ada di Kabupaten |

1. Pﬂraturan
. Daerah

. { Oktober
~|2018

Lampiran -

hurufv uul R

Ta.hun
2015

o tentang

Pernenn» B B

tahan -

L Daerah
- sebagaxma—

| Karanganyar

~ |na telan|
| dtaban
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’ ‘beberapa

kali
terakhir

-t dengan UU.

No 9 Tahun
2015
tentang
Perubahan

- ] Kedua atas

UU. No. 23
Tahun
2014

| tentang

Pemerin- |

tahan

Daerah;

Peraturan
Daerah

Kepemudaan -

. Penyadaran,

pemberdayaan,
dan o

. ' pengembangan

- pemuda

. kepemudaan
~ terhadap pemuda |

pelopor
kabupaten,

 wirausaha muda
pemula, dan

pemuda kader

- kabupaten;

1 Baru

2018

NA

DPRD

! Oktober
2018

Lampiran’

1 huruf S

UU. No. 23
Tahun

~j2015

tentang
Pemerin-
tahan
Daerah
sebagai-
mana telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
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b Pemberdayaan
"i‘?gpengembangan N R
-] organisasai .~ REETEE B
i"kepernudaan
| - tingkat daerah

. _,”;kabupaten P

. jdengan UU
i .»Tahun L
... 12015 .
tentang ..
Perubahan .
| Kedua atas
o fuus No.- 23 :
'ff*_Thhun
12014
o tentang o
i Pemennluu 3 R
vﬂﬁf” tahaD QQﬂ _fﬁ‘
" !'Daerah.

3.
Daerah

Peraruran

; Pengendaha_n

' Penduduk dan

B Pembangunan
Keluarga :

‘Dalam =
_pelaksanaan R
-pembangunan yang Lo
‘berkelanjutan, |

| penduduk
| dikelola
terencana

+ | kuantitas, 1
dan ~ mobilitas,|

a. ‘Hak

b. ;Kewenangan dan{
-~ tanggungjawab |

rangka
perkembangan' o

kﬁa.htas
mehpuu

kewa_uban
: penduduk

Pemerintah

‘dengan| |
" bak|

3};2018'

;DDSAPPhB
. DKK;
. DISDUKCA- |
PIL ;vuv.;_xe
1NSPEKT0-:~&H.{“*”
. BAG.

:HUKUM

S A

o .' 2018

| A.gustus

,’i;l; Lampiran | .

Churuf N
gy ,zNOf

| 23 Tahun

2014

- »,’ften_tang. S

- | " Pemerin- |
a'g;tﬂuﬁr;':
1 Daerah ™ |

- sebagai- |
] tdah |
| diubah |-

‘beberapa

| terakhir | .. .
| dengan | e

| Daerah;
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c. Pengembangan | UU No. 9
kualitas - - Tahun
~ penduduk; 2015
d. Penertiban tentang
pendudgk; dan - Perubah-
e. Transmigrasi; - an Kedua
f. Peran dan -atas UU.
- tanggung jawab No. 23
keluarga; - : ‘Tahun
g. Pembinaan dan 2014
- pengawasan. tentang
Pemerin-
tahan
Daerah.
2.UU. No. 32
Tahun
2009
o tentang
Perkem-
bangan
Kependu-
dukan dan
Pemba-
ngunan

Keluarga.




~
it
o

10

.PP. No. 87|

Tahun
2014
tentang
Perkemba

- ngan

Kependu-
dukan dan
Pemba-
ngunan
Keluarga,
Keluarga
Berencana
dan
Sistem
Informasi
Keluarga |

Peraturan
Daerah

Tuntutan
Ganti - Rugi
Keuangan
Daerah

. Informasi ~ dan
. pelaporan: ‘

kerugian daerah;

. Penyelesaian -
kerugian daerah;

. Penentuan ,
- kerugian daerah;
1. Penagihan  dan|
 penyetoran;

- nilai

Bam

2018

NA

1. BKD;
RAT;

. B.BAG.

HUKUM
SETDA

2. INSPEKTO-

Agustus

2018

.PP. No. 38

Tahun

2016

tentang

Tata Cara |

Tuntutan
Ganti
Kerugian
Negara/
Daerah
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e. Penyerahan Terhadap
upaya penagihan  Pegawai
kerugian -daerah Negeri
kepada instansi Bukan
yang menangani Bendaha-
pengurusan ra  atau

- piutang daerah; | Pejabat

; f. Kadaluarsa; - Lain.

i g. Pelaporan . Permenda-
~_ penyelesaian “gri No.l3
tuntutan  ganti “Tahun
kerugian = dan 2006
- akuntansi, dan | tentang
. pelaporan : Pedoman
;- keuangan; ~ Pengelola-
h. Keterkaitan an v
- sanksi tuntutan - Keungan
- ganti - kerugian Daerah,
‘dengan sanksi sebagaima
lainnya. = na telah
: diubah

beberapa.
kali
terakhir
dengan
Permenda- ;
gri No. 21
Tahun

2011




' Ftent»ang»' s
| Perubahan |

| Kedua atas|

2006 |

R tentang

Pedoman

Pengelolaanv - DR

Keuangan j

Daerah

. ‘Peraturan
. Daerah

Lo

Pencegahan

jdan
o Penmgkatan
. |[Kualitas -

terhadap

. |Perumahan
"~ |Kumuh  dan
- |Permukiman = |

" Kriteria  dan
© Tipologi-
o Perumahan D R
’ .-‘,”_Kumuh - dan|
o Permuklman, N
. Pengawasan dan’ T
 Pengendalian; =
.~ Peningkatan |- - |20
 Kualitas terhadap S
| Peruma.han o
- Kumuh
: ,Permukiman
© Kumuh;
. |d. Penentuan = =
| Lokasi;

dan|

Baru .

2018

NA|

KOV S Mo N 6 S VS T

=3 g
Q

. DISHUBJ :
- PKP

." DPU- PR

. DINSOS;

. BPN;
. BAPERLI’I‘-
:”iBANG

" DLH;.

| SATPOLPP; |
. DPM-PTSP; | - .
- INSPEKTO- | =

RAT;

’ _: Agustus -1
;.2018

t

,UU No 1 R
'I‘ahun o

2011

'-?*; - ,tentang I
o _Perumahan

dan
RS Kawasan

ho.Bag.
~.] HUKUM
©sEDA

Permuklm _




..... (,:;; =
1 2 -3 4. - 6 -7 8 9 10 - '
v e.Pola-pola
‘Penanganan;
f. Penyediaan Tanah; "J
g.Pendanaan dan
- Sistem
.| Pembiayaan; =
th.Tugas = dan
- Kewajiban E
Pemerintah -
Daerah; .
|i. Peran - Kemitraan,
Peran Masyarakat,
dan Kearifan
. Lokal; v .
e '1j. Persyaratan ~ dan
Pembangunan
Rumah,
- Perumahan, dan
Permukiman.
16. | Peraturan-|Penyelenggara- R. Penyelenggaraan | Baru- | - 2018 | NA . KEMENAG.; | Agustus { 1. UU ""No. |~~~
Daerah - |an Ibadah Haji| ibadah haji daerah; ' o E . INSPEKTO- | 2018 ‘ 13 Tahun!
S IDaerah  dan . Transportasi dan|{ RAT; . 2008 '
Pembiayaan biaya operasional . BAG. tentang
Transportasi pemberangkatan KESRA Penye-
Jema’ah Haji dan pemulangan; SETDA; lenggara-
1 . -Petugas = haji . BAG. an v
daerah. HUKUM - Ibadah
SETDA. Haji,
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S'ebagal- ‘

Inana -
“telah:
dlubah
dengan
~Uu. No
'e34 e

2009
tentan g

Penetap_ | BRI

PP.

N Penggan;

UU

“2009-
tCntan g

an atas
UU No ’

- 2008

: o T ahun ________ L :i : .

tentang - -

Penye..
lenggara--

Ibadah
Ha_n =
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2. PP, No

Coqg
- ':Tahun
 ;'2012 S v
» - “na‘m :
S UU I\O
13 ‘

2008 |
: f’ténfaﬁgm} ff>f¥~T/
| '.pen}e- Y
1 lengga-
1 Ibadah

Ha_u

.. .| Peraturan
| Daerah

Pencegahan : P
Pengendahan,
Co Pemadam, v
’, Penyelamatan’ ‘

'Kbbakaﬁulf;'

. Wewenang - dan
. tanggung
'-_;fPemermtah R1 AR KRS M
.. Daerah- 'dan' SR
'QLPEUMEQHUﬂlENBa PRETRIULN T

. Inspeksi I
peralatan proteksx S
~ kebakaran; -

. Invesugasx
- kejadian

Bawu".' i>i
_]awab ORI P

o

. SATPOL PP;
-:DISHUB-
.BPBD; | N
fJNSPEKTOffMWu;N;@
_BAG

"“HUKUM ,
| sema

AguStus :
120 1‘8

Tahun‘

- |2002

~ :'kebakaran R




Daerah

pertanian;

BANG

2 3 4 .6 8 9 10
' . Pemberdayaan . o »
“masyarakat :
dalam . .
- pencegahan
kebakaran;
. Edukasi
masyarakat.
- | Peraturan {Pengembangan |a. Penyediaan | Baru | -1 2018 {NA- 1. DISPARPO- | Agustus |{UU. No. 10
‘Daerah  [Sumber Daya| Prasarana (zona ' - RA; 2018 Tahun
Pariwisata dan | = kreatif/fruang 2. DISNAKER- ~ |2009
'|[Ekonomi  kreatif/kota +  DAGKOpP | tentang
Kreatif  kreatif) = sebagai i DAN UKM:; Kepariwisa-
- ruang 3. DISHUB- taan.
berekplorasi, PKP;
berpromosi, dan 4. DPU-PR;
- berinteraksi; |5, SATPOL PP;
. Pelaksanaan '16. INSPEKTO-
peningkatan - RAT;
kapasitas sumber 7. BAG.
daya  manusia HUKUM | )
 pariwisata _ dan _ - - “SETDA. i
- - ekonomi  kreatif i
tingkat desa.
Peraturan {Penyelenggara- |a. Pengembangan = | Baru 2018 | NA 1. DISPERTAN °
Daerah jan = Pertanian| prasarana : : . 2. DPU-PR; |
o 3. BAPERLIT-




10

b Pengendahan dan R
. penanggulangan

bencana

,}pertaman B

o e v At e =

oo |

BPBD

. DPMPTSP =
RAT

: ,BAG R

Agustus:;._
20'18 T

.- Lampiran |
“huruf AA]
SUUL M|
23 Tahun '
2014 |
ﬁtentang
- .|  Pemerin- | . =

- mana

-l vtelahr{:f‘f -

‘diubah |~
+ -i’tera_khxr
’ -Vi,dengan,
|- UUNo.9| o o
| Thm2015|
.y Perubah-|{ -
| . an Kedua el
~catas UU.)
“Tahun |

2014

 tentang |
B Pemerm-
1 Daerah
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C 2. 'Petmen-
S 43/Perm
T 010/8/f -
1 2016 |
tentang :

8 ‘Pedoman

- Nomen- | ’

klatur, e
~ Tugas,
G

. ."f'Fung31 ‘ R
Dinas |

’Urusan

‘dan |

Dmas N B
" | Pertanian| =
| Daerah -

" Provm&

‘Kab. /

o Kota .

Peraturan
Daerah

o 'Angkutan
VJalan

Jaringan Lalu

Lintas

a. Penetapan
. rencana -

| TLintas -

Cinduk |

Baru :

T 2018 |

o |ayar@ w0

Pasal 27|

ayat (2) _dan
Pasal 39

“|No. 22

| Tahun .




_ :}{.'

C:
. Penerbitan izin

. penyelenggaraan -

dan -~
pembangunan
fasilitas parkir; -
. Pengujian berkala
‘kendaraan B
bermotor;
Pelaksana-an

~ manajemen ~dan |

rekayasa Lalu
Lintas - untuk
jaringan jalan;

. Persetujuan hasil

- AMDAL-LALIN
untuk jalan;

. Penyediaan

angkutan umum

untuk ~ jasa

angkutan orang

dan/atau barang

- dalam daerah;

. Penetapan
kawasan
perkotaan

=1
4 10

. Penyediaan = - 2009

~ perlengkapan tentang
jalan; ~.{ Lalu Lintas

. Pengelolaan dan -
terminal -~ Angkutan
penumpang tipe | Jalan.
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dalam 1 daerah;
Penetapan

- rencana ~ umum
jaringan  trayek
perkotaan dalam
1 daerah;

. Penetapan
rencana  umum
Jjaringan  trayek
perdesaan yang
- menghubungkan
1 daerah; s
Penetapan -

wilayah = Operasi |

angkutan orang

- dengan ,
menggunakan
‘taksi | dalam
kawasan ’

perkotaan  yang
wilayah -
- Operasinya

 berada dalam
daerah;

. Penerbitan izin

penyelenggaraan
angkutan orang
dalam trayek
perdesaan dan
perkotaan dalam
1 daerah;
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. Penerbitan  izin|
- penyelenggaraan © |
© taksi ~dan |-

angkutan

daerah; .

. Penetapan 19ariff

kelas  ekonomi

- ‘untuk angkutan

orang vang

angkutan

- perkotaan . dan
- perdesaan yang

wilayah _
Pelayanannya

. dalam daerah.

‘kawasan tertentu |
~yang wilayah
. Operasinya )
berada dalam

‘melayani trayek !
- antarkota dalam
- daerah, ~- ° serta |

i

]

Peraturan
Daerah R

Perubahan
atas Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karanganyar
Nomor 10
Tahun 2011

. Perubahan
luasan dan Iokasi .

tempat
pemakaman

- bukan umum;
. Penetapan tempat

pemakaman

[

> o8

. DISHUB-

PKP;
BKD;

. INSPEKTO-

RAT;
BAG.
HUKUM

Agustus |
2018

T UU. No. 28
i Tahun

2011

| tentang

Pajak
Daerah dan
Retribusi

umum

SETDA

Daerah.




1 2 - o 3 - 7 8 9 10
tentang - bagi makam pada v
Pengelolaan " Kelurahan; = \
Pemakaman . {c. Penetapan tempat
dan Retribusi| pemakaman
Pelayanan umum bagi tanah
Pemakaman dari pengembang;
dan- : . Perubahan obyek
Pengabuan | dan besaran
Mayat - .retribusi makam.
12, | Peraturan | Perubahan . . Materi Ubah Penjelas 1. DLH; Agustus | 1. UU. No. 28
! Daerah = |atas Peraturan! persampahan dan/ tan- 2. BKD; 2018 Tahun 2009 |
P ~ i Daerah ., kebersihan =~ | 3. INSPEK- tentang i
Kabupaten ! daerah; - TORAT; Pajak =~
Karanganyar . Penunjukan - dan . BAG. Daerah dan
Nomor 16 penetapan TPS; HUKUM Retribusi
Tahun 2010 {c. Perubahan - :SETDA | Daerah;
tentang = retribusi 2.UU. No. 18
Pengeloaan - kebersihan. Tahun 2010
Sampah dan{ tentang
Retribusi Pengelolaan
Pelayanan Sampah

Kebersihan
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~ B.UU. No. 32|
- | Tahun 2009 -
e ’:gtentang

“Perlin-"

| dungan da“
- .1 Pengelola-an

ngkung-

- _Hidup;

.PP. No' 81

= ?tcnta.ng

. Pengelola-an
' Sampah

b ~Rumah -

i ,Sampah

- Sejenis Sy
; R\imah’
'Tangga,

| Tahun 2014 SR

tentang -
Kesehatan

ngkungan
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TKeTE- |

RANGAN
oy -

L Peraturan
Daerah

Pendapatan ' .
. |dan Belanja . |
|Daeran |

. Anggaran
jgjﬁ-,Pendapatan ’
. Belanja SRR
- Tahun Anggaran S
|o2019; 0
Pertanggun.a-
- waban Anggaran o
_ Pendapatan dan|
- Belanja

Daerah

Belanja

Baru |

Daerah| = =
~ Tahun. Anggaran: SURREE D
-.2017; R
Perubahan ; S

_ Pendapatan dan}
: Daerah|

| Tahun Anggaran|
~Tahun Anggaran :

i 2018 :

2018

| 2018 |

|lasan

| Penje-
’ lasan_ -

- Perljee_ 1

T BADAN
' KEUANGAN
- DAERAH

Oktober
2018 S T
. v ‘239 avat | :

Maret “

- [Juni - |

2018

1 Rutm
2 Pasal

» ,1.(5)
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. Thn
2014 ttg
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- 2015
Perubah-
an.
Kedua
atas UU

- No. 23
-Tahun
2014
tentang
Pemerin-
tahan

Peraturan
Daerah

Akibat

Putusan™
| Mahkamah

Agung.

Rancangan yang?

‘harus  disesuaikan|

guna -

menindaklanjuvti |
| putusan Mahkamah| -
| Agung e

Pasal 239

| ayat (5) UU'

No. 23
Tahun
2014

: tentang |

Pemerin-

1 Daerah

sebagaima-
na telah
diubah
beberapa
kali
terakhir

| dengan UU

No.9

1

<o
~e




2015 '
tentang
_ Pcrubahan Ca e
" IKedua atas ! -
U No 23
12014 '
L ,'[ tentang
‘pemenn‘__b d R
~ {tahan
~ . !‘Daerah.




